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BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PELAYANAN IZIN GANGGUAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu dilakukan

pencabutan terhadap Peraturan Bupati Timor
Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan

K

dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan;




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan
Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan
Izin Gangguan dan Pemungutan Retribusi Izin
Gangguan,;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 581, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah; L




MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH
SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN
GANGGUAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Timor
Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Izin Gangguan dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 8 November 2017

/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,/

-lx’ PAULUS V. R. MELLA
Diundangkan di SoE
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

* ‘%'
& MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 39.




